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BUPATI MAMASA 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA 

NOMOR 10 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MAMASA 

TAHUN 2014 – 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAMASA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, serta prioritas program 

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara 

bertahap selama lima tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 

2018 perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2014-2018; 

b. bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Mamasa Tahun 2014-2018. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421);  

3. Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5233); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2010-2014;  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 

0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang 

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) 2010-2014;  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Mamasa Tahun 2005 – 2025. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 

dan 

BUPATI MAMASA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014-2018. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Mamasa. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Mamasa untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai 

dengan Tahun 2018. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa. 

 

Pasal 2 

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD 

dan lintas SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018 yang merupakan penjabaran dari VISI dan MISI, dan program Bupati dan Wakil 

Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. 
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Pasal 3 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:  

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Stategis SKPD; dan  

b. pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan 

Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

Pasal 5 

Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Daerah dan diperkirakan dapat menghambat 

pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah 

dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD. 

 
Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa. 

 
Ditetapkan di Mamasa 

pada tanggal 10 Oktober 2014 

 
BUPATI MAMASA, 

 

H. RAMLAN BADAWI 
Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal  13 Oktober 2014 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,  
 
 
 
Drs. BENYAMIN, YD.,M.Pd 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP.     : 19641010 198303 1 005 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 136 


